PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN &01%
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DERAH KOTA SEMARANG

Menimbanyg :

Mengingat

il

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

buhwa untuk mclaksanakan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
dalam pelaksanaan operasionainya dapal begjalan sccara
efektif, efcsicn dan optimal, maka perlu meninjau kembilb
Peraturan Walikota Semarang Nomor 188.3/450 Tuhun
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Scmarang Nomor 13 Tahun 2001 tcntang Dajak
Ilotel untuk discsuarkan denpan peranturan dimaksud;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perhl membentuk Peraturan Walikola Semgrdang
tentang Pelunjuk Polaksanaan Peraluran Daerall Kota
Semarung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daeruh  Kola  Besar  dalam
Lingltungnn Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daeruh Istimews Yopyakarta;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumn
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengkela Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan  Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tuhun 1997, Nomor 42,
‘l'ambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
3686) sebaguimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lemburun Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Leinbaran Negaea Republlk Indoneaia
Nomaor 3687);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pujuk (Lembaran Negeua Republik Tndonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4 189);

Undang Undung Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran
Negara Republik Indoneusia Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang  Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ‘Tambahaan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan

Pecmerintahan Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Tndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Ncgara Republik Indoncsia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 4966),




12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Duerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2009 Nomar 130, Tamlbuhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
3234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan  Kotamadya Daeralh Tingkat 1T Semarang
(Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tombohan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 2079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pclaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
schagaunana  diubah dengan Peraluran Pemerindah
Nomor S8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaltsanaan
Kitab Undang-Undang ITukum Acara Didana (Lembaran
Ncgara Republik Indoncsia Tahun 1982 Nomor 36,
Tambabian Lembaran Nepars Repubhk Indonesin Nowo
3258);

1. Peraturan Pemorintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentultan Kecamatan di Wilayah FKabupaten -
kabupaten Daerah  Tingkat 11 Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi  Dacrab Tingkat T Jawa Tengah
(Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 19492 Nomor
#9);

I'7. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1476 lenlang
PMerlussan Kotamadya LDaerah  Tingkat 1T SemArang
(Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
245, ‘l'ambahan Lewbaran Negara Republik Indonosia
Nomor 3079);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelakaanaan Kitub Undang-Undang Hultum Acara Didana

schagaimana teluh diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 ienlung Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanuaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilayah Kotamadya Naerah Tingkat 1T Semarang dalam
Wilayah Propinsi Tingkat 1 Jawa Tengah (Lcmbaran
Negara Republik ITndonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomot 4575);

NPeraturan Pemermmtah Nomor o8 ‘Tahun 2000 tentang

Penpelolian Keaangan Daersh (Taanlmean Negara
Republike Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lemburun Negura Republik Indonesia Nomor 4578);

.Peraturan Pemerintnh Nomor 79 Tahun 2000 tentang

Puidoman Pembinaan dan Pengawasan Denyclenggaraan
I'emerintahan Daernh (Lemborun Negora  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4549.3);

Puraluran Pemerintalh Nomeor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusann Pemerintahan  Antara Pemcerinlah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kahupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonewsin
Tahun 2007 Nomor 82, Tumbuohuon Lewlbiuwn Nepara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Pernturnn Pemearintah Nomor 69 Tahun 2010 wutsiy
Tata ocara Pemberian  dan  Posnfoatlon Tosentif
Pemungulan Pajak Daerah  dan  Relribusi  Dacrah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Perotwrngy  Presiden  Nomor | Tahun 2007 tentaig

Penpesulinng, Pengundangandan Penycburluasan
Peraturan Perundang-undangnn;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkal Il Sernarang,
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dacrah
Tingkat II Semarang;

Peraturan Daerah Kota Scmarang, Nomor 11 Tabun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kola Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Duerah Kota Semarang (Lembaran Dacrih
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Scmarang Nomor 18);




29. Peraturan Daerah Kota HBemarang Nomor 3 ‘Fahun 2010
tentang Kepariwisataan (Lcmbaran Dacrah  Kota
Scmarang Tahun 2010 Nomor 40).

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
HOTEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalum Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan ¢

L
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10.

Diavrah adalaly Wilayah Kota Semarang,

Pemerintah Dasrahh adalah Walikols dan Peranglat Doerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah

Walikola adalah Walikota Semarang.

Pejnbat ndalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
duerah sesuai dengan peraturan perundung undungun yung hierfluha,

Dinas Pengelolaan Keuuangan dan Aset Daerah yang selanjulnya
dlaingknt DPKAD nduluh DPEAD Kula Seinarang.

Pujuk Hotel yang selanjutnya disebul pajak adalah pajak atas pelayanan
vang disedinkin oleh hotel.

Holel  =dslale fasilitas penyedia  jasa pehginapan/peristirahatun
lermasuk  jusa  tericait  lainnyva  dengan dipungut bayaran,  yoang
mencaloup jugn moiel, dosmen, pubuk paiwisata, wisma pariwisata,
pesunggrubion, ramah panginapan dan gejenignye, scrin runudy koos
dengan jumlah karmar kebih dari 10 (sepuluh).

Penyelenggara hotel adalah orang pribadi  atau badan yang
menyelenpearaktan usaha hotel untuk dan atas namanyn sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yung menjadi lnggungannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesarian, bhaik  yang melakukan usaha maupun  yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan (erbalas, perseroan
komanditcr, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
alau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontruk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.
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Wajibh Pajak adalah orang pribadi atau Badan melipuli permbayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajaok adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang
menjadi dasar bapgi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor don
melaporkan pujak yang terutang.

Pajak vang Terutang adaloh pmuok yung harus dibaya pada suatu
saat dalam Masa Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan bhesarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajalc serta pengawasan poryclurannys,

Surat TDemberitahuan Pajak  Dacrah yang sc  lanjuthya disingkat
SPTPD adalah surat yang olch wajib pajak digunukun untuk
mclaporkan penghilungnn dan/atan pembayaran pajak, obyek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesun
dengan  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah.

sural Sctoran Pajale Daernh, yung selanjuinya disingkat 33PD adalah
bukt pembaynrin ninu penyeloran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tcmpat pembayaran yang ditimjuk oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajuk Daeralh Kurang Bayar, yang sclanjutnya
disingkat SKPDKR, wmdalah surat ketetapan pajak yang mcncnfikan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, juminh kekurungan
pembayaran pokok pajuk, besarnya sanksi administrasi dan jumilah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Keterangan Pojak BDaersh Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKRT, adalah sural kelelapan pajoahk yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan,

Surat Ketatapan Pajak Nacrah Niml, yung selugutnyu disingkat 3KTDN,
adalah surat ketetapan pujule yang menentukan jumlah pokok pajale
smma besarnya dengan jumlah kredit pojak atou poajok tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lehih Bayar, yang eelanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surnt ketetapan pajak yang menentukan jurnlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang,

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STI'D, adualah
sural untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembctulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan Kketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan dacrah yang terdapat dalam Sural Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Duaerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, BSurat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
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Surat Kcputusan Kcberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Kelelapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah atau terhadap pemotongan alau pcmungutan oleh pihak ketiga
yang didgjukan olch Wajih Pajak.

Putusan Banding adalah pulusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olch Wajib PPajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
mcliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba nagi
untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegalan menghimpun dan mengolah
data, kelernngan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguii
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dueruh dan/atau untuk
lujuan Juin dalwn rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpojukun  dueraht  adalab
serangkaian tindakan yeng dilukuakan oleh Penyidik untuk meneari
seria mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mcembuat tcrang
tindak pidana dibidang pcrpajakan dacrah yang lerjudi serln
mencmukan tersangkanys,

BAR I
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2
Dalam rangka pendaftaran dan pendatasn lerhedop Wajlb Pajak Hotel

baru, Wajib Pajak wajib mengis1 SPTPD dengan jelar, lonpkap dan benar
soerta dilandalanguni.

Wujib Pujubk sebupaimana Jdinaksud pada ayat (1) paling lambat 1K (limn
helas) hari sefelah beropcrasinya obyck pajak harus mengembalikan
kepada petugas pajak di DPKAD

Petugas pajak mencatat SPTPD yang telah dikemnbabikan oleh Wajib Pajak
dalam Daftar Induk Wujib Pajak dan digunakan sebaguai dasar untuk
menerbitkan NPWPD,

Apabila dolum janpka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak
dipenuhi, pendaftaran dan pendapalaan duput dilakukan oleh Pejabat.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasgal 3

Pembayaran pajak dilakukan di Kes Duernh atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor kc Kas Dacrah selambat lambatnya 1
(satu) hari kerja.




(3)
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Pembayaran pajak dilaltukan secara bulanan.

Pembayaran bulanan dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 10 pada
bulan berikutnya.

Apabila langgal tersebul jaluh pada bari libur maka pembayaran dapat
dilakukan paling ambal 1 (saltua) han kerja berkoalnya,

Apabila pembayaran pajak yvang dilaksanakan schagaimana dimalsud

pada aynt 41 melewati tanggal tersebut dilkkenalcan asanksi administrasi
schesar 2 % (dua persen) perbulan.,

Pasal 4

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pojok terutang doalon kurun wolitu tertentu, seteloh
metnenubni persyaralon yong diteniukon.

Tulo carn mengangsur sebogmnnon dimoksud ayoad (2) ndaloh
H Wn_ph Pn_lnk rm'.n,'-_-',njnlmn il Imr‘mnhnmm HITEHUITHTL

b. Atas dasar permochonan tersebut Kepala LPKAL) dapat
mempertimbangkan pembayaran angsuran,;

¢, Apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Pembayaran Angsuran beserta SKPD Angsuran,

Angsuran pcmbayaran pajak scbagaimana dimaksud ayat (2), harus
dilakukan seccara teratur dan berturut-turut dengan dikenalkan bunga
schesar 2 % (dua persen) scbulan dari jumlah pajak yang belum alau
lourang bayar,

Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Fajak
untuk  menunda  pembayaran  pajak sampai  batas walktu yang
ditentulkan selelah memenuhl persyaratan yang ditentukan dengan
dikcnakan bunpa 2 % (dua peraen) achulan dari jumlah pajak yang
helum atau kumug, dibﬂym’.

Pasal 5

Setiap psmbayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibcrikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimasan.

(1)

(2)

BAG IV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 6

Surat Tcguran alau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari scjak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Sural Teguran alau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang.




(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan olch Kepala DPKAD.

Pasal 7

(1) Apubila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringutun alau Swul lwin yang sejenis, jumlah pajak yang hatus
dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Walikola atan pojabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa scgera
sctelah lewat 21 (dua puluh satu) hari acjak tanggal sural Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal B

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pcjabatl
yang ditunjuk scgera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 9

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan har, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera securu lertulis

kepada Wajib Pajak.
BAB V
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 10

(1) Kepala DPKAD berdasarkan pcrmohonan Wajib Pgjak dupul memberikan
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian keringanan dan pcmbcbasan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah :

a. Wajib pajak mecngajuksn permohonan secara tertulis disertai dengan
bukti-bukti tertulis yang sah kepada Kepala DPKAD dengan
menyebulkean ;

- Nama dan alamat Wajib Pajak;

- Masa pajak;

- Besarnya keringanan dan pcmbebasan pajak;
- Alasan yang jclas.

b. Atas casar  permochonan  tersecbut Kepala  DPEKAD  dapat
mempertimbangkan pemberian keringanan dan pembebusan pajak,

c. Apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Persetujuan
Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak.

Pagal 11

(J) Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan terhadap SKPD, BKPDKR,
SKPDKBT vang telah diterbitkan.




(2) Keringanan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setinggi-
tingginya 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang dan diberikan dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS]

Pasal 12
(1) Kepala DPKAD karcna jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD, SKPDKD atau SKPDKDBT atau kesalahan hitung,
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan
pcrpajakan dacrah;

b. Membatalkan atau mengurangkan kctctapan pajak;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang tcrutang dalam hal sanksi tcrscbut
dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan, pcmbatalan, pcngurangan kctctapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKR, SKPDKRT dan STPD sehagaimana dimaksud ayat (1) harus

disampaikan secara tcrtulis olch Wajib Pajak kepada Walikota selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) har sejak tanggal diterimanya KPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan alasan vang jelas.

(3) Kepala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan
keputusarn.

(4) Apahila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan scbagaimana dimaksud ayat
(3) Keprala DPKAD tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dun penghapusun alau pengurangan
sanksi administrasi,maka pcrmohonan dianggap dikabulkan.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELERBIHAN PEEMBAYARAN PAJAK
Pasul 13

(1) Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran  pajak kepada Kepala DPKAD  sccara  tortulis  dengen
menychutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa pajak;

¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala DPKAD dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
scbagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan.
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(3)

(4)

(7)

(8)

(1)

(<)

Apabila jungka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Kepala
DPKAD tidak memboerikan  Keputusan, permohonan  pengembaliam
kelobihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus
diterbitkan dalam jonpka waktu paling lama 1 (anfu) hulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyal  ulang pajak  lannya, kelebihan
pembayaran pajak schagaimana ayat (3)  langsung diperhilungkan
untuk melunasi lerlebih dahulu ulung pajaknya.

Donpembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDELDB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaukukan sctelah 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala DPKAD memberikan
imbalan bunga 2 % (dua persen) scbulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembiayaran pajalk diperhitungkan dengan ulang
pajak lainnya, scbagaimana dimaksud aynt (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

Atas dasar persctujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan

pcmbayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan
pajak yang akan terulang atau dengan utang pajak atas nama wajib

pajak lain.
Pasal 11

Pengembalian kelchihan pembayaran pajuk sebugaimana dimak=ud Pasal
29 avat (5) dilakukan dengan menerbitkan SP2D.

$P2D  dibebankan pada mala anggaran pendapatan payak  tahun
anggaran berjalan alan mata anggaran penerimaan semula.

Pasal 15
SP2D dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebugud berniknf :
a. Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Perbendaharaan sclaku Penerbit
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
b, Lembar ke 3 uniuk Wajib Pajalk yang borsangkutan.

¢. Lembar ke 1 untuk Bidang Pajak.,

Bidang perbendalicuaan DPKAD  atas nama Kepala DPEKAD  wajib
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (S8P2D) paling lambat 5
(lima) hari kerja sejuk SPI* diterima.

Bidang Perbendabharaan mengembalikan lembar ke 205 2D vang telah
dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan kepada penerbit SKIPDLE

pajak.
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(1)

(3)

(49

)

BAB VIl

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 16 }
Hak untuk mclakukan penagihan pajak kadalowarsa  setelah
melampaui  jangka waklu 5 (lima) tahun  terhitung scjak  saat
terutangnya Pajak, kecuanli apabila wajib pajak mclakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.
Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud  ayal (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Tcguran dan/atau Surat Paksa;

b. ndu pengakuan utang pajak dori wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung,

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurut a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tangeal penyarnpaian Sural paksa lersebul.

Pengukuan ulang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya  kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
alau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olech Wajib
Pajak.

Pasal 17

Piatang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kacena hak aotuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala DPKAD melakukan investarisasi terhadap wajib pajak yang
berkategori kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan
Walikota.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRAS]
Pasal 18

Walikota dapat menutup dan mencabut 1jin usaha bagi pengusaha apahla :

a.

b,

melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut. turut
tidak membayar pajak atau;

dengansengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan notas
pembayaran yang sah, atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah ;
tidak melayani dengan haik petugas dan/atau tanpa alasan yang sah

menolak untuk diadakan tindak pemeriksaan dan melawan petugas
pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.
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(1)

(3)

(2)

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Walikota berwenang mclakukan pemcriksaan Pajak Daerah untuk
menguji kepatuhan pemcenuhan kewajiban  perpajakan daerah dalan
rangka melaksanakon peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah.

Waph pajak yung diperiksa wajib

a. memperhhatkan dan/atau meminjamkan bukn aliou catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objck pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan  memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan, dan/ataw;

¢. wemberikan keterangan yang diperlukan.
Tatacara pemeriksaan pajak adalah sehagai berikut

a. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga)
bulan sekali oleh tim Pemeriksa;

L. Iim Pemeriksa Pajuk scbagaimana dimaksud huraf a dibentuk oleh
Kcpala Dinas Pengelolaun Keuangan dan aset Dacrah Kota demarang,

c. Tim Pemeriksa mempunyai lugas menguji kepaluhan pemenuhan
pembayaran pajak dan kebenaran atas pcmungutan dan penyctoran
pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Pajalk;

d. Unluk keperluan pemeriksaan, Wajib Pajak diwajibkan
memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, moemberikan
kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan
membecrikan keterangan yeng dopat dipertanggungjawabkan.

BAD XI
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 20

Pelaksanoan Peraturan Daerah Kola Scmarang Nomor 3 Tahun 20101
tentang Pajak Hotel diserahkan dan menjadi tonggung jawab Kepaoli
DPKAD.

Kepala DPKAD dalam melaksanakan Peraturan Daecrah Kota Scmarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel mempunyai wewenang :

a. melalesanokan pendataan dan pondaftaran objck pajak hotel;
b. mecnctapkan besarnya pajak;

¢. memungul, menagih dan mencrima pembayaran pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menerima, menolak, dan memberikan keputusan  terhadap
permohonan  angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan,
pembebasan pajuk, pengembalian kelebihan pembayaran pegelk;

c. melaksanakan pembctulan, pembatalan, pengurangan keletapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Kepala
DPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apahila Wajib Pajak mempunysi ulang pajask  lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana ayat (3)  langsung diperhitungkun
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
laing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKLB.

() Apahila pecngembalian kelehihan pembayaran pajak dilakukan sctelah 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala DPKAD memberikan
imbalan bunga 2 % (dua pecrscn) scbulan atas kcterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

() Atas  dasiar perselujuan Wajlh Pajuk  yaup bedhak atas kelsbilian
pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperbitungkan dengan
pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib
pajak lain.

Pasal 14

(1) Pengembalian kelebiban pembayaran pajak sebagaimana dimalksud Pasal
29 ayat (5) dilaltukan dengan menerbitkan SP2DN.

(2) SP2D dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak lahun
anggaran berjalan atau mata anggaran penerimaan semulla.

Pagal 15
(1) SP2D dibuat rangkap 4 (cmpat) dengan peruntukan sebagai berilaat,
a. Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Pcrbendaharaan selaku Penerbnl
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
b, Lembar ke 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

c¢. Lembar ke 4 untuk Bidang Pajak.

(2) Bidang perbendaharaan DPKAD  atos nama  Kepala DFRKAD wajib
menerbitkun Surat Perintahh Pencaiaran Dana (5T2D) paling lambul 3
(lima) hari kerja scjak SPP diterima.

(3) Bidang Pcrbendaharaan mengembalikan lembar ke 2 SP2D yang telah
dibubuhi cap langgal dan nomor penerbitan disertai lembar ke 2 kepada
penerbit SKPDLB pajak. -
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(1)

(2)

BAR X
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajuk Daerah untuk
menguji kepatuhan pemenithan kewajiban porpajukan daerah dalam
ranpka mwclaksanukan  peraturan perundang-undangan  porpajakan
daerah. )

Wajib pajak yang diperiksa wajib :

4. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objck pajak yang terutang;

b. memberikan kescmpatan unluk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan  bantuan  puna  kelancaran
pemeriksaan, dan/atau;

c. membcerikan keterangan yvang diperlukan.

(3) Tatacara pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

(1)

a. Pemcriksaan dilakukan sckurang-kurangnya dalam waktu 3 (liga)
bulan sekali oleh tim Pemeriksa;

b. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud hurul o dibentuk oleh
Kcpala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kotla Semarang;

c. Tim Pemeriksa mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan
pembayaran pajak dan kebenaran atas pemungutan dan penueétoran
pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Pajak;

d.Untuk  keperluan  pemeriksaan, Wajib  Pajak  diwgjibkan
memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, momberikan
kesemputan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan
memberikan kelerangan yang dapal diperlanggungjawabkan.

BAB XI
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel diserahkan dan menjadi tanggung jawah Kcpala
DPKAD.

Kepala NDPKAD dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel mempunyai wewenang |

a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak hotel;
b. menetapkan besarnya pajak;

c. memungut, menagih dan menerima pembayarun pajuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku;
d. menerima, menolak, dan memberikan keputusan terhadap

permohonan angsuran, pcnundaan, pengurangan, keringanan,
pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajalk;

e. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak; -
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f. menyelorkan pencrimaan pajak paling lambat 1 x 24 jam ke kas
daecrah;

g. menyampaikan laporan pelaksanaan fugas hurul (2) sampai dengan
(f) setiap bulan kepada Walikota.

BAB Xll
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikola ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apnr setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundongun
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam DBenla Dacrah Kota
Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

1P]t. WALIKOTA SEMARANG
WA LIKOTA

&~
HENDRAR PRTHADI 5/ Via
Diundangkan di Semarang

Pada tanggal @ ..........

SEKRETARIS DARRAH

L

ADI TRT HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHLIN NOMOR
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